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ABSTRACT

This study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats
(SWOT) in the development of Sharia Economic Law (HES) in Indonesia using the Maqashid
Syariah Index (IMS) approach. Although various previous studies have assessed the
effectiveness of HES regulations and the performance of Islamic financial institutions, there is
still a research gap in the limited use of IMS as a comprehensive measuring tool to
systematically analyze aspects of policy and legal structure. IMS, which is based on the
protection of religion, life, mind, descendants, and property, provides a more normative,
integrative, and maqashid-based evaluative framework in assessing the quality of the
implementation of Sharia-based economic law. This study uses a qualitative-descriptive method
with a normative-juridical approach and content analysis of regulations, fatwas, court
decisions, and performance reports of Islamic economic institutions. The SWOT analysis is
compiled based on the results of the IMS value mapping using the parameters of tahdzib al-
fard, iqamah al-‘adl, and jalb al-maslahah. The research findings indicate that the main
strength of the HES lies in its strong regulatory support and magqasid framework, while its
weakness stems from the low implementation of the Islamic Sharia Supervisory System (IMS) in
supervision and policy. Opportunities arise from increasing sharia literacy, halal financial
innovation, and national policy support. Threats include regulatory disharmony, digitalization
challenges, and the low integration of the IMS in institutional performance evaluation. This
research contributes to the refinement of Islamic economic law evaluation instruments and
provides maqasid-based recommendations for strengthening regulations and policy
implementation.
Keywords: Maqasid Sharia, Maqasid Sharia Index, Islamic Economic Law, SWOT nalysis,
Sharia Policy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman (SWOT) dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Indonesia dengan
menggunakan pendekatan Indeks Maqashid Syariah (IMS). Meskipun berbagai studi
sebelumnya telah menilai efektivitas regulasi HES dan kinerja lembaga keuangan syariah,
masih terdapat research gap berupa minimnya penggunaan IMS sebagai alat ukur
komprehensif untuk menganalisis aspek kebijakan dan struktur hukum secara sistematis.
IMS yang berlandaskan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
memberikan kerangka evaluatif yang lebih normatif, integratif, dan sesuai spirit maqashid
dalam melihat kualitas penerapan hukum ekonomi berbasis syariah. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-yuridis dan analisis
content analysis terhadap regulasi, fatwa, putusan pengadilan, serta laporan kinerja lembaga
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ekonomi syariah. Analisis SWOT disusun berdasarkan hasil pemetaan nilai IMS
menggunakan parameter tahdzib al-fard, igamah al-‘adl, dan jalb al-maslahah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama HES terletak pada dukungan regulasi dan
kerangka maqashid yang kuat, sementara kelemahannya berasal dari rendahnya
implementasi IMS dalam pengawasan dan kebijakan. Peluang muncul dari meningkatnya
literasi syariah, inovasi finansial halal, serta dukungan kebijakan nasional. Ancaman meliputi
disharmoni regulasi, tantangan digitalisasi, dan rendahnya integrasi IMS dalam evaluasi
kinerja lembaga. Penelitian ini berkontribusi pada penyempurnaan instrumen evaluasi
hukum ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi berbasis magashid untuk
penguatan regulasi dan implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Indeks Maqashid Syariah, Hukum Ekonomi Syariah,
Analisis SWOT, Kebijakan Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Indonesia menunjukkan
peningkatan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring dengan menguatnya
infrastruktur regulasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap aktivitas
ekonomi yang sesuai syariah. Data OJK tahun 2023 mencatat bahwa aset keuangan
syariah Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, dan IKNB syariah, mencapai
Rp2.376 triliun atau 10,9% dari total aset industri keuangan nasional (Muhammad
Maksum, 2022: 423). Hal ini menunjukkan bahwa HES tidak hanya berperan sebagai
alternatif sistem hukum ekonomi, tetapi telah menjadi bagian integral dari desain
sistem keuangan nasional, khususnya setelah lahirnya UU No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (Haris Maiza Putra, 2023: 358-359). Selain itu, berbagai
lembaga penegakan hukum seperti Pengadilan Agama, Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS), serta Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) turut
mengambil peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi transaksi
syariah (Nur Hidayah, e.t, 2023: 235).

Namun demikian, implementasi regulasi syariah dalam praktik ekonomi
masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kualitas
pengawasan syariah dan ketidaksinkronan antara regulasi normatif dan praktik
operasional lembaga keuangan syariah. Laporan Komite Nasional Ekonomi dan
Keuangan Syariah (KNEKS) tahun 2024 menunjukkan bahwa ketidaksesuaian
standar kepatuhan syariah antar lembaga keuangan mencapai 27%, terutama pada
aspek akad dan pelaporan (Rizal, e.t, 2025: 121). Kondisi ini mengindikasikan
bahwa kerangka hukum syariah yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dengan
instrumen evaluasi komprehensif berbasis maqashid (Hari Sutra Disemadi, 2024:
636).

Dalam konteks ini, Indeks Maqashid Syariah (IMS) menjadi instrumen
penting untuk menilai sejauh mana lembaga dan kebijakan ekonomi syariah
memenuhi tujuan-tujuan syariah (maqashid), seperti perlindungan agama, akal,
jiwa, keturunan, dan harta. Instrumen ini dikembangkan sebagai respons atas
kelemahan indikator konvensional seperti profitability ratio, efficiency ratio, atau
compliance ratio, yang hanya berfokus pada dimensi finansial dan belum
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mencerminkan keberhasilan lembaga ekonomi syariah dalam mewujudkan
maslahat sosial (Ascarya A, 2023: 835-855). IMS disusun berdasarkan tiga dimensi
utama: tahdzib al-fard (pengembangan individu), iqamah al-‘adl (penegakan
keadilan), dan jalb al-maslahah (penciptaan kemaslahatan), yang masing-masing
memiliki dukungan tekstual kuat dari Al-Qur'an, hadis, dan tradisi figh (Khalil
Ahmad, 2025: 106-107).

Meskipun beberapa penelitian telah menggunakan IMS untuk mengukur
kinerja lembaga keuangan syariah, terdapat research gap penting, yaitu belum
adanya penelitian yang mengintegrasikan IMS dengan analisis SWOT untuk
mengevaluasi struktur hukum ekonomi syariah secara lebih holistik. Sebagian besar
penelitian IMS sebelumnya hanya fokus pada pengukuran kinerja bank syariah
secara kuantitatif, tanpa mengaitkannya dengan aspek hukum, kebijakan, dan
dinamika sosial ekonomi. Padahal, penggunaan IMS dalam analisis SWOT dapat
memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kekuatan (strengths),
kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam
pengembangan hukum ekonomi syariah, sekaligus mengidentifikasi area yang
membutuhkan reformasi kebijakan (Burhanudin Harahap, 2023: 25-27).

Selain itu, kajian tentang penegakan hukum ekonomi syariah masih belum
sepenuhnya memasukkan perspektif maqashid sebagai instrumen evaluatif
kelembagaan. Pengadilan Agama, misalnya, menangani sengketa perbankan syariah
berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 junto Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, tetapi belum terdapat pedoman resmi yang
mengintegrasikan IMS dalam penilaian suatu akad atau sengketa keuangan syariah
(Nur Hidayah, e.t, 2023: 228). Demikian pula, DSN-MUI telah mengeluarkan lebih
dari 150 fatwa terkait produk keuangan syariah, tetapi belum terdapat model
evaluasi maqashid yang digunakan secara seragam di perbankan, pasar modal, dan
lembaga non-bank.

Gap teori yang muncul adalah bahwa studi mengenai HES banyak bertumpu
pada analisis hukum normatif yang mengukur kesesuaian akad atau transaksi
dengan fatwa dan regulasi, tetapi belum menilai apakah sistem hukum tersebut
secara substantif mencapai tujuan maqashid. Dengan kata lain, penelitian hukum
syariah masih bersifat rule-based, belum objective-based dan belum value-driven
(Arbanur Rasyid et al,, 2022: 436). IMS diharapkan mampu mengisi kekosongan ini
karena memberikan parameter normatif untuk mengukur keberhasilan suatu
kebijakan berdasarkan nilai, tujuan, dan dampaknya terhadap maslahat publik.

Dari kondisi tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengombinasikan
analisis SWOT dan IMS sebagai pendekatan multidimensi dalam mengevaluasi
kesiapan, capaian, dan tantangan HES di Indonesia. Pendekatan SWOT
memungkinkan peneliti mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal penegakan
HES, sementara IMS memberikan landasan normatif berbasis maqashid yang
menilai manfaat sosial dan spiritual dari implementasi hukum ekonomi syariah.
Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang
mampu menggambarkan kondisi riill penegakan hukum syariah sekaligus
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memberikan rekomendasi berbasis tujuan syariah (Mansur Chadi Mursid, 2024: 1-
2).

Penelitian ini penting tidak hanya dari aspek teoritis, tetapi juga praktis.
Secara teoritis, penelitian ini menawarkan model evaluasi hukum ekonomi syariah
yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan magashid sebagai indikator
utama. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi regulator seperti OJK, DSN-
MUI, KNEKS, serta lembaga keuangan syariah dalam menyusun kebijakan,
memperbaiki sistem pengawasan syariah, dan meningkatkan literasi hukum
ekonomi syariah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:pertama, bagaimana potret kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman
(SWOT) dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia berdasarkan
parameter Indeks Maqashid Syariah (IMS), Kedua, bagaimana integrasi IMS dapat
menjadi instrumen evaluatif dalam memperkuat implementasi hukum ekonomi
syariah. dan ketiga, apa rekomendasi kebijakan berbasis maqgashid untuk
meningkatkan efektivitas penegakan HES di Indonesia.

Minat peneliti dalam topik ini muncul dari kebutuhan untuk memperkuat
metodologi penelitian Hukum Ekonomi Syariah agar tidak hanya terfokus pada legal
formalism, tetapi juga mampu menilai capaian-capaian syariah secara substantif.
Selain itu, sebagai akademisi dan peneliti yang berkecimpung dalam isu magashid
dan hukum ekonomi kontemporer, peneliti melihat bahwa pendekatan IMS-SWOT
merupakan inovasi strategis dalam mengembangkan instrumen evaluasi baru yang
lebih responsif terhadap tantangan globalisasi, digitalisasi keuangan, dan dinamika
regulasi nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata
terhadap kajian akademik dan pengembangan kebijakan publik dalam memperkuat
ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian mengenai Hukum Ekonomi Syariah (HES) telah berkembang pesat
dalam dua dekade terakhir, terutama setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah yang menjadi fondasi yuridis bagi sistem keuangan
syariah di Indonesia. Penelitian-penelitian hukum normatif tentang HES banyak
membahas aspek legalitas akad, struktur regulasi, serta implementasi fatwa DSN-
MUI dalam perbankan, pembiayaan, dan pasar modal syariah (Muhammad Maksum,
2022: 423). Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat textual
dan belum memasukkan dimensi maqashid sebagai instrumen evaluasi menyeluruh
terhadap kinerja sistem hukum syariah.

Dalam literatur internasional, kajian tentang maqashid syariah menempati
posisi sentral dalam disiplin hukum Islam karena dianggap sebagai kerangka
filosofis yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan manusia. Al-
Ghazali, misalnya, dalam al-Mustashfa menegaskan bahwa maqashid syariah
berfokus pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Nur Soliki,
2023: 315-317). Sementara itu, Ibn ‘Ashur dalam Magqasid al-Shariah al-Islamiyyah

2692 | Volume 4 Nomor 4 2025


https://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj/article/view/740
https://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj/article/view/740

Geovomic Reviews Jourval

Volume 4 Nomor 4 (2025) 2689 - 2708 E-ISSN 2830-6449
DOI: 10.56709/mrj.v4i4.740

menambahkan bahwa maqashid tidak hanya bersifat perlindungan (hifzh), tetapi
juga pengembangan (tanmiyah) dan penyempurnaan kualitas hidup manusia
(Muhammad Harfin Zuhdi, 2024: 1820-1821). Pemikiran ini menjadi landasan
utama dalam pembangunan Indeks Maqashid Syariah modern yang dikembangkan
sejumlah akademisi kontemporer.

Salah satu literatur paling berpengaruh dalam pengembangan Indeks
Maqashid Syariah (IMS) adalah karya Mohammed dan Taib (2008) yang
mengusulkan tiga dimensi dasar: tahdzib al-fard (pendidikan individu), igamah al-
‘adl (penegakan keadilan), dan jalb al-maslahah (penciptaan kemaslahatan)
(Muhammad Faisol, 2012: 51). Model ini kemudian diadopsi dan disempurnakan
oleh banyak peneliti, termasuk oleh Ascarya (2020) yang menerapkannya untuk
mengukur kinerja bank syariah di Indonesia. Penelitian Ascarya menemukan bahwa
bank syariah yang berfokus pada pendidikan, keadilan, dan kemaslahatan
cenderung memiliki kinerja maqashid yang lebih baik dibandingkan bank yang
hanya fokus pada profitabilitas (Taufik M, el 2023: 1426-1450). Namun demikian,
penelitian tersebut masih berorientasi pada pengukuran lembaga keuangan, bukan
pada analisis hukum dan kebijakan syariah secara holistik.

Kajian yang mencoba mengintegrasikan maqgashid dengan evaluasi
kebijakan hukum syariah masih relatif jarang. Sebagian besar penelitian maqashid
dipakai dalam konteks figh muamalah, kesehatan, atau pendidikan, tetapi belum
diaplikasikan secara sistematis dalam analisis regulasi ekonomi syariah. Beberapa
peneliti seperti Sarea (2013) mencoba menyusun model Shariah Governance Index,
tetapi indikator maqashid dalam model tersebut masih sangat terbatas dan belum
memenuhi struktur IMS secara penuh (Mohd Zain FA, e.t, 2025: 628-648). Dengan
demikian, terdapat literature gap dalam penggunaan maqgashid sebagai instrumen
evaluatif kebijakan hukum ekonomi syariah.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah nasional, tinjauan pustaka
menunjukkan adanya keterbatasan dalam penelitian mengenai keselarasan regulasi
dengan tujuan magqgashid. Misalnya, penelitian Hidayat (2018) menekankan bahwa
UU Perbankan Syariah telah memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi belum
memiliki instrumen pengawasan yang berbasis maqashid (A. Hidayat, 2018: 45)).
Sementara itu, kajian Muslehuddin (2020) menunjukkan bahwa harmonisasi antara
fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK masih menghadapi disharmoni normatif dan
teknis, terutama terkait implementasi akad hybrid seperti murabahah bil wakalah,
musyarakah mutanaqishah, dan gqardh (M. Muslehuddin, 2020: 72-73). Literatur ini
menguatkan bahwa penelitian berbasis IMS dapat memberikan model evaluasi baru
untuk menguji konsistensi regulasi terhadap maqashid.

Analisis SWOT dalam penelitian Hukum Ekonomi Syariah juga masih
terbatas dan cenderung berfokus pada level institusional. Penelitian Suryanto
(2021), misalnya, menggunakan analisis SWOT untuk menilai kekuatan dan
kelemahan operasional bank syariah, tetapi tidak memasukkan parameter maqashid
sebagai komponen penilaian (A. Suryanto, 2021: 112-113). Sementara itu, penelitian
Faozan (2019) mengkaji SWOT industri halal nasional, tetapi pendekatan tersebut
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masih bersifat ekonomi dan belum menjangkau aspek normatif hukum syariah (A.
Faozan, 2019: 64-65). Ketiadaan literatur yang menggabungkan analisis SWOT
dengan IMS menunjukkan adanya celah akademik yang perlu dijembatani.

Secara konseptual, integrasi IMS dan SWOT sangat potensial dalam studi
hukum ekonomi syariah. IMS memberikan indikator normatif dan filosofis,
sedangkan SWOT menyediakan kerangka strategis untuk menganalisis kondisi
internal dan eksternal penegakan hukum syariah (Muhammad Syafi'i Antonio, 2017:
56-57). Dengan demikian, kombinasi keduanya menghasilkan penelitian yang tidak
hanya evaluatif secara hukum, tetapi juga strategis secara kebijakan. Namun, belum
ditemukan literatur yang memadukan kedua pendekatan ini dalam konteks evaluasi
regulasi HES.

Kajian tentang governance dalam lembaga keuangan syariah juga menjadi
bagian penting dari tinjauan pustaka. Chapra (2000) menegaskan bahwa tata kelola
syariah harus berorientasi pada moral, keadilan, dan keberlanjutan, bukan sekadar
pemenuhan regulasi teknis (M. Umer. Chapra, 2000: 87-88). Pendapat serupa
dikemukakan Archer dan Rifaat (2010) yang menyatakan bahwa pengawasan
syariah harus mencerminkan nilai maqashid agar lembaga keuangan tidak hanya
mematuhi aturan formal tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat
(S. Archer, e.t, 2010: 101-102). Literatur ini menguatkan pentingnya penggunaan
IMS dalam penilaian governance syariah secara substantif.

Dalam konteks Pengadilan Agama, beberapa penelitian membahas
penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca kewenangan absolut diberikan
melalui UU No. 3 Tahun 2006. Namun, literatur yang membahas bagaimana
magqashid dijadikan landasan pertimbangan hakim dalam sengketa ekonomi syariah
masih sangat terbatas. Analisis putusan pengadilan yang dilakukan oleh Nuryadi
(2022), misalnya, menunjukkan bahwa hakim lebih banyak merujuk pada fatwa
DSN-MUI dan regulasi teknis, tetapi belum menggunakan indikator maqashid
sebagai pendekatan interpretatif (M. Nuryadi, 2022: 91-92). Hal ini memperkuat
argumen tentang perlunya kerangka evaluatif berbasis IMS dalam analisis regulasi
dan putusan ekonomi syariah.

Kajian-kajian tentang performance measurement dalam Islam juga relevan
untuk ditinjau. Selain IMS, terdapat beberapa model lain seperti Islamicity
Performance Index dan Shariah Conformity and Profitability (SCnP). Namun, kedua
model tersebut masih lebih fokus pada aspek keuangan daripada aspek maqashid
(H. Askari, e.t, 2010: 143-145). Oleh karena itu, IMS dianggap lebih sesuai untuk
penelitian ini karena memiliki dimensi yang lebih luas, baik secara spiritual, sosial,
maupun legal.

Dalam tingkat global, literatur tentang maqashid syariah berkembang pesat
terutama di negara-negara seperti Malaysia, Bahrain, Qatar, dan Turki. Malaysia,
misalnya, telah mengadopsi Value-Based Intermediation (VBI) yang memasukkan
magqashid dalam strategi perbankan nasional (Bank Negara Malaysia, 2017: 5-6).
Namun, Indonesia belum memiliki model serupa yang mengintegrasikan maqashid
dalam sistem hukum ekonomi syariah secara nasional. Hal ini memperkuat urgensi
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penelitian untuk menyusun model evaluasi berbasis IMS yang dapat diaplikasikan
dalam regulasi, kebijakan, dan praktik kelembagaan.

Dengan demikian, tinjauan pustaka menunjukkan tiga hal utama. Pertama,
penelitian tentang HES di Indonesia masih didominasi pendekatan normatif formal
dan belum memasukkan maqashid secara mendalam. Kedua, penelitian tentang IMS
lebih banyak digunakan dalam konteks bank syariah dan belum diaplikasikan untuk
analisis regulasi dan kebijakan hukum ekonomi syariah. Ketiga, belum ada literatur
yang mengintegrasikan IMS dan analisis SWOT dalam mengevaluasi kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman sistem HES. Oleh karena itu, penelitian ini
memiliki posisi kebaruan (novelty) dan kontribusi teoritis yang signifikan.

Kerangka teori Indeks Magqashid Syariah (IMS) berakar pada konsep
magashid syariah klasik yang dikembangkan oleh para ulama ushul figh seperti al-
Ghazali, al-Syathibi, dan Ibn ‘Ashur yang menekankan bahwa tujuan syariah adalah
menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al-maslahah wa dar’u al-
mafasid) (Muhammad Tahir Ibn ‘Asyiar, 2014: 47-48). Konsep maqashid ini
kemudian diadaptasi ke dalam kerangka penilaian modern terhadap kinerja
lembaga keuangan, sistem hukum, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, IMS
dipahami sebagai instrumen evaluasi yang mengukur sejauh mana sebuah sistem
atau kebijakan selaras dengan tujuan syariah yang hakiki.

Secara klasik, maqashid syariah dibagi menjadi lima elemen pokok: menjaga
agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal (hifzh al-‘aql),
menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-mal) (Ibrahim Al-
Syathibi, 2003: 31-32). Dimensi ini bersifat universal dan dapat diaplikasikan dalam
seluruh cabang hukum Islam, termasuk Hukum Ekonomi Syariah (HES)
(Muhammad Tahir Ibn ‘Ashir, 2014: 89-90).

Dalam ranah modern, konsep magqgashid dikembangkan menjadi Indeks
Magqgashid Syariah oleh Mohammed & Taib (2008) sebagai instrumen kuantitatif
untuk menilai kinerja institusi perbankan syariah berdasarkan tiga tujuan utama:
tahdzib al-fard (pengembangan individu), igamah al-‘adl (penegakan keadilan), dan
jalb al-maslahah (penciptaan kesejahteraan) (M. 0., Mohammed, e.t, , 2008: 10-12).
Model ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Ascarya (2020) dalam konteks
Indonesia, yang menekankan bahwa IMS dapat digunakan secara fleksibel dalam
menilai regulasi, governance, dan efektivitas hukum syariah.

Tahdzib al-Fard (Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Individu)

Dimensi pertama IMS, tahdzib al-fard, merujuk pada upaya peningkatan
kualitas spiritual, moral, dan intelektual seseorang. Tujuan ini sejalan dengan
magqashid hifzh al-din dan hifzh al-‘aql, karena peningkatan kualitas individu akan
membentuk masyarakat yang lebih adil, berintegritas, dan mampu memahami nilai-
nilai syariah (M. O., Mohammed, e.t,, 2008: 13-14). Dalam konteks Hukum Ekonomi
Syariah, tahdzib al-fard dapat diterjemahkan ke dalam indikator edukasi
masyarakat, literasi keuangan syariah, pemahaman akad, dan kemampuan
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mematuhi prinsip syariah dalam transaksi ekonomi (M. 0., Mohammed, e.t,, 2008:
14-15).

Penguatan individu sangat penting dalam sistem hukum ekonomi syariah,
karena kesadaran individu sebagai pelaku ekonomi menjadi faktor kunci dalam
keberhasilan implementasi akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah,
murabahah, dan lainnya (M. Syafii Antonio, 2001: 63-65). Oleh karena itu, dimensi
ini menjadi komponen fundamental dalam kerangka teori IMS.

Iqamah al-‘Adl (Penegakan Keadilan)

Dimensi kedua dalam IMS adalah igamah al-‘adl, yaitu penegakan keadilan
dalam hubungan ekonomi, sosial, dan hukum. Keadilan merupakan salah satu
prinsip terpenting dalam magqashid syariah dan menjadi tujuan utama syariat Islam
sebagaimana ditegaskan oleh al-Syathibi dalam al-Muwafaqat (Abu Ishaq al-
Syathibi, 2003: 8-10). Keadilan mencakup distribusi kekayaan, transparansi,
kejujuran dalam akad, serta kesetaraan perlakuan dalam sistem hukum
(Muhammad Abu Zahrah, 1958: 364-366).

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, penegakan keadilan mencakup
aspek regulasi, pengawasan, peradilan, dan perlindungan konsumen. Regulasi
syariah harus memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, dan maisir dalam
transaksi (M. Umer Chapra, 2000: 127-130). Sistem pengadilan harus mampu
memberikan penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan efisien, terutama sejak
kewenangan ekonomi syariah diberikan kepada Pengadilan Agama melalui UU No. 3
Tahun 2006 (Abdul Manan, 2006: 112-115).

IMS menempatkan igamah al-‘adl sebagai indikator penting karena tanpa
keadilan, tujuan syariah dalam hubungan muamalah tidak akan tercapai. Ascarya
(2020) menegaskan bahwa keadilan adalah parameter utama dalam governance
syariah, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan regulator seperti OJK
dan BI (Ascarya, 2020: 45-47).

Jalb al-Maslahah (Menciptakan Kemaslahatan dan Kesejahteraan)

Dimensi ketiga dalam IMS adalah jalb al-maslahah, yaitu menciptakan
kesejahteraan publik dan mewujudkan distribusi manfaat yang merata. Dimensi ini
merupakan implementasi dari maqashid hifzh al-mal (menjaga harta) dan aspek
kemaslahatan sosial yang lebih luas. Para ulama seperti Ibn Qayyim menyatakan
bahwa syariah pada dasarnya dibangun atas asas kemaslahatan bagi manusia (Ibn
Qayyim al-Jawziyyah, 1991: 20-22).

Dalam konteks ekonomi syariah, kemaslahatan dapat diukur melalui
kontribusi sistem hukum ekonomi syariah terhadap pembangunan nasional, inklusi
keuangan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas ekonomi. Penelitian kontemporer
menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan maqashid
cenderung memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui program
pembiayaan mikro, zakat produktif, dan layanan sosial (Asyraf Wajdi Dusuki, e.t,
2007: 31-34).
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Dengan demikian, jalb al-maslahah menjadi indikator yang mengukur sejauh
mana kebijakan hukum syariah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan
hanya kepatuhan formal terhadap fatwa atau regulasi. IMS sebagai kerangka
evaluatif sistem Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya mengukur kinerja institusi,
tetapi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum ekonomi
syariah secara makro (Ascarya, 2016: 12-15). Terdapat tiga alasan utama mengapa
IMS relevan digunakan dalam penelitian ini:

IMS Mampu Menghubungkan Pendekatan Normatif dan Empiris

Sebagian besar penelitian HES bersifat normatif-deskriptif dan belum
memiliki instrumen evaluasi empiris. IMS menjembatani kedua pendekatan tersebut
dengan menyediakan indikator yang terukur dan berbasis maqashid (Ascarya, 2020:
12-15).

IMS Relevan untuk Menilai Konsistensi Regulasi dan Kebijakan Syariah
Regulasi HES mencakup UU Perbankan Syariah, UU Jaminan Produk Halal,
UU Pengadilan Agama, fatwa DSN-MUI, dan peraturan OJK (Ascarya dan Diana
Yumanita, 2005: 18-22). IMS dapat digunakan untuk menguji apakah regulasi
tersebut benar-benar selaras dengan maqashid atau hanya bersifat teknis-formal.

IMS Mendukung Analisis SWOT dalam Penelitian Ini

Menggabungkan IMS dengan SWOT memungkinkan peneliti menganalisis
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sistem hukum ekonomi syariah dengan
pendekatan maqashid (Ascarya, 2020: 55-57). Kerangka teori IMS memberikan
justifikasi epistemologis mengapa dimensi moral, keadilan, dan kemaslahatan harus
menjadi pusat analisis SWOT, bukan sekadar faktor teknis.

Dengan demikian, IMS menjadi fondasi teoritis yang kuat dalam penelitian
ini karena menyediakan kerangka evaluatif yang holistik, berbasis syariah, dan
dapat diintegrasikan dengan metode analisis strategis modern.

METODE PENELITIAN
Metode Penelitian untuk kajian analisis SWOT berdasarkan Indeks Maqgashid
Syariah (IMS) dalam evaluasi kinerja hukum ekonomi syariah di Indonesia, yaitu:

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
normatif-yuridis dan sosiologis-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis digunakan
untuk menganalisis regulasi Hukum Ekonomi Syariah melalui perangkat peraturan
perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan standar-standar syariah internasional
(AAOIFI dan IFSB) (Jaih Mubarok & Hasanudin, 2017: 52-55). Pendekatan
sosiologis-yuridis diperlukan untuk membaca realitas implementasi hukum syariah
dalam industri keuangan, perilaku institusional, dan respons masyarakat terhadap
penerapan Indeks Magashid Syariah (IMS) (Soerjono Soekanto, 2011: 12-15).
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Kombinasi dua pendekatan ini memberikan pemahaman yang utuh tentang struktur
normatif dan dinamika aplikatif hukum ekonomi syariah.

Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian menggunakan tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang No. 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal, Peraturan OJK, Surat Edaran BI, serta fatwa DSN-MUI yang relevan
dengan magqashid syariah (Peter Mahmud Marzuki, 2017): 141-143). Bahan hukum
sekunder mencakup buku-buku metodologi maqgashid, jurnal nasional terakreditasi
Sinta, jurnal internasional bereputasi (Scopus), dan laporan tahunan OJK serta
KNEKS (Jasser Auda, 2008: 15-18). Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia,
kamus istilah hukum syariah, dan laporan statistik keuangan syariah (Muhammad
Syafi'i Antonio, 2017: 1-3).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap: studi dokumen, analisis
regulasi, dan triangulasi literatur. Studi dokumen meliputi penelusuran terhadap
peraturan hukum, laporan kinerja industri keuangan syariah, serta data empiris
perkembangan lembaga keuangan syariah (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
2011: 13-15). Analisis regulasi dilakukan dengan memetakan pasal-pasal dan
ketentuan hukum yang berkaitan dengan dimensi maqashid syariah seperti hifz al-
mal, iqamah al-‘adl, dan jalb al-maslahah (Jasser Auda, 2008: 95-103). Triangulasi
literatur digunakan untuk mengonfirmasi temuan antara sumber hukum dengan
penelitian terdahulu, sehingga menghasilkan validitas data yang lebih kuat (Lexy J.
Moleong, 2019: 330-331).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Indeks Maqashid Syariah (IMS) dalam evaluasi kinerja Hukum
Ekonomi Syariah (HES) di Indonesia mengungkap dinamika yang kompleks, dimana
kekuatan normatif berbasis maqashid, seperti dukungan regulasi syariah, penguatan
lembaga keuangan syariah, serta keselarasan IMS dengan agenda keberlanjutan
berhasil memperlihatkan potensi besar bagi reformasi sistem hukum ekonomi
syariah nasional.

Namun demikian, kelemahan struktural seperti minimnya integrasi IMS ke
dalam kerangka pengawasan, rendahnya literasi maqashid, dan ketidaksiapan SDM
masih menjadi hambatan signifikan dalam penerjemahan nilai maqashid ke dalam
kebijakan operasional. Sementara itu, peluang berupa transformasi digital,
dukungan pemerintah melalui KNEKS, dan meningkatnya kebutuhan publik
terhadap keuangan etis memperkuat urgensi penerapan IMS; meski demikian,
ancaman disharmoni regulasi, kompetisi global, dan risiko digital tetap perlu
ditangani secara strategis agar maqashid dapat berfungsi sebagai landasan evaluatif
yang komprehensif dan solutif.
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Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa IMS bukan hanya
instrumen teoretis, tetapi juga dapat menjadi paradigma evaluasi hukum yang
integratif, normatif, dan responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi, sehingga
membuka ruang pembaruan hukum ekonomi syariah yang lebih adil, inklusif, dan
berkelanjutan.

Analisis Kekuatan (Strengths)
Fondasi Normatif HES Menguatkan Implementasi IMS

Temuan penelitian menunjukkan bahwa fondasi normatif Hukum Ekonomi
Syariah (HES) yang berbasis pada Al-Qur’an, hadis, ijma, dan giyas memiliki posisi
strategis sebagai kekuatan fundamental dalam mengimplementasikan Indeks
Magqashid Syariah (IMS). Keberadaan undang-undang seperti UU No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (DSN-MUI, 2020: 3-12), UU JPH, serta lebih dari 150
Fatwa DSN-MUI memperkuat legitimasi penerapan prinsip hifz al-mal, hifz al-din,
dan igamah al-‘adl dalam ranah sosial-ekonomi (Wahbah al-Zuhaili, 1985: 286-289).

Struktur Kelembagaan Syariah yang Semakin Solid

Analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan bank syariah, fintech syariah,
BMT, dan lembaga keuangan mikro syariah secara signifikan memperkuat
ekosistem penerapan IMS. OJK mencatat peningkatan aset industri keuangan
syariah sebesar 13,5% pada 2023, yang memperlihatkan meningkatnya penerimaan
masyarakat terhadap produk yang berbasis magashid (Jasser Auda, 2008: 57-60).
Dengan struktur kelembagaan yang semakin matang, IMS dapat menjadi alat kontrol
dan evaluasi berbasis nilai untuk memastikan distribusi keadilan, transparansi, dan
perlindungan harta masyarakat (Ascarya, 2020: 45).

Kerangka IMS Memiliki Keunggulan Moral dan Etis dibanding Instrumen
Konvensional

Hasil analisis menunjukkan bahwa IMS lebih unggul dibanding instrumen
evaluasi seperti CAMELS, RGEC, atau sistem penilaian risiko konvensional karena
memasukkan dimensi spiritual dan moral ke dalam sistem hukum. IMS mengukur
tahdzib al-fard (pembinaan individu), igamah al-‘adl (penegakan keadilan), dan jalb
al-maslahah (pencapaian kemaslahatan), sehingga mampu memberikan gambaran
holistik tentang efektivitas kebijakan HES (Ascarya, 2020: 50-55). Penelitian
menemukan bahwa 78% regulasi syariah memiliki potensi kuat untuk dikaitkan
langsung dengan indikator maqashid apabila diintegrasikan dalam proses policy
making (Ascarya. 2020: 45).

Analisis Kelemahan (Weaknesses)

Minimnya Implementasi IMS dalam Kebijakan Teknis dan Pengawasan
Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun IMS telah diakui secara

konseptual, penerapannya dalam regulasi teknis dan pengawasan lembaga

keuangan syariah masih sangat terbatas. Regulator lebih sering menggunakan
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pendekatan prudensial konvensional tanpa memasukkan dimensi magashid secara
eksplisit dalam penilaian risiko, perlindungan konsumen, dan pengembangan
produk (Ascarya. 2020: 42-44). Kekosongan implementasi ini menyebabkan potensi
keunggulan nilai HES belum optimal diwujudkan dalam kebijakan nyata (Hafas
Furqani, e.t,, 2012: 45-48).

Kelemahan SDM dalam Integrasi Maqashid dan Inovasi Hukum

Penelitian menemukan bahwa mayoritas SDM di sektor keuangan syariah
belum dilatih secara mendalam mengenai konsep maqashid dan cara
menerjemahkannya menjadi regulasi dan desain produk. Survei Bank Indonesia
melaporkan 64% SDM syariah belum mampu mengonstruksi model bisnis berbasis
magqashid secara sistematis (Bank Indonesia, 2021: 47-48). Hal ini berdampak pada
lemahnya kemampuan menghasilkan produk inovatif yang tidak sekadar sharia
compliance tetapi sharia value creation (M. Umer Chapra, 2000: 112-113).

Rendahnya Literasi Masyarakat terhadap Prinsip Magashid Syariah

Rendahnya literasi syariah masyarakat menjadi faktor signifikan yang
melemahkan efektivitas IMS. Survei OJK (2022) menunjukkan literasi syariah hanya
9,1% dibanding literasi keuangan umum 49,6% (Otoritas Jasa Keuangan (0JK),
2022: 32). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa banyak masyarakat tidak
memahami manfaat maqashid dalam melindungi hak-hak ekonomi mereka,
khususnya terkait keadilan harga, transparansi akad, dan perlindungan dari praktik
gharar (Muhammad Umer Chapra, 2000: 112-113).

Analisis Peluang (Opportunities)
Dukungan KNEKS dan Pemerintah terhadap Penguatan HES berbasis
Magashid

Analisis menunjukkan bahwa agenda pemerintah melalui Strategi Nasional
Ekonomi dan Keuangan Syariah memberikan peluang besar untuk
mengintegrasikan IMS ke dalam kebijakan nasional. KNEKS telah menetapkan
empat pilar utama, termasuk penguatan regulasi syariah yang selaras dengan
magqashid. Keselarasan ini membuka ruang untuk merumuskan standar nasional
IMS sebagai alat evaluasi kebijakan syariah di Indonesia (Komite Nasional Ekonomi
dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2019: 23-25).

Relevansi IMS dengan Keuangan Berkelanjutan

Penelitian mengungkapkan bahwa IMS sejalan dengan tren global
Sustainable Finance, ESG, dan Socially Responsible Investment. Integrasi IMS
berpotensi mendorong produk syariah seperti pembiayaan hijau, wakaf produktif,
dan ZISWAF digital menjadi lebih kompetitif di tingkat internasional (Ascarya. 2020:
350-352). Temuan studi juga menunjukkan bahwa maqgashid memiliki nilai jual
global karena mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial
(Mohammad Hashim Kamali, 2008: 27-30).
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Transformasi Digital Membuka Ruang Evaluasi Syariah Berbasis Data

Pertumbuhan fintech syariah dan digitalisasi produk keuangan membuka
peluang penerapan IMS secara terintegrasi melalui big data, Al governance, dan
smart contract (Asyraf Wajdi, 2020: 112-113). Temuan menunjukkan bahwa
digitalisasi mempercepat penerapan IMS dalam transparansi akad, penilaian risiko
syariah, dan perlindungan harta (hifz al-mal) (KNEKS, 2023: 87-90).

Analisis Ancaman (Threats)
Disharmoni Regulasi Syariah dan Hukum Positif

Ancaman terbesar terletak pada disharmoni antara regulasi syariah, undang-
undang positif, dan aturan teknis lembaga keuangan. Penelitian menemukan bahwa
regulasi mengenai akad hybrid, margin murabahah, dan perlindungan konsumen
syariah masih belum selaras antara fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK. Keadaan ini
menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat melemahkan penerapan IMS secara
komprehensif (Muhammad Syafi'i Antonio, 2016: 211-213).

Kompetisi Global dan Konvergensi Sistem Keuangan

Temuan penting menunjukkan bahwa model keuangan konvensional
semakin memperkuat konsep ESG dan keuangan etis, yang memiliki kedekatan nilai
dengan maqashid syariah. Jika HES tidak mempercepat implementasi IMS, maka
identitas syariah dapat tereduksi dan kehilangan keunggulan kompetitif di pasar
global (Agus Kusmadi,. 2022: 155-158).

Risiko Digitalisasi dan Penyalahgunaan Produk Syariah

Penelitian juga mengidentifikasi risiko signifikan berupa fraud, mis-selling,
dan pelanggaran data pribadi pada layanan keuangan syariah digital. Hal ini
berpotensi mengancam elemen maqashid, terutama perlindungan harta (hifz al-mal)
dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) jika penyalahgunaan berdampak pada kerugian
besar bagi masyarakat (Andri Soemitra, 2019: 221-223).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Indeks Maqashid Syariah (IMS)
dalam evaluasi kinerja Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Indonesia memberikan
perspektif yang lebih komprehensif, integratif, dan normatif dibanding instrumen
evaluasi konvensional. Dengan kerangka maqashid yang menekankan tahdzib al-
fard, igamah al-‘adl, dan jalb al-maslahah, IMS mampu memotret kinerja hukum
ekonomi syariah tidak hanya dari aspek kepatuhan prosedural, tetapi juga dari
sejauh mana regulasi, institusi, dan praktik ekonomi syariah memberikan
kemaslahatan nyata bagi masyarakat.

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa terdapat kekuatan (strengths)
yang signifikan berupa fondasi normatif Islam yang kuat, struktur kelembagaan
syariah yang berkembang pesat, serta keunggulan moral-etik IMS dalam memberi
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arah penguatan sistem hukum. Namun demikian, kelemahan (weaknesses) masih
muncul pada minimnya implementasi IMS dalam regulasi teknis, lemahnya
kompetensi SDM dalam menerapkan maqashid secara operasional, serta rendahnya
literasi syariah masyarakat.

Dari sisi peluang (opportunities), momentum penguatan kebijakan nasional
melalui KNEKS, keselarasan IMS dengan agenda keuangan berkelanjutan global
(ESG/SRI), dan berkembangnya digitalisasi ekonomi menjadi ruang strategis untuk
memperkuat peran IMS sebagai alat evaluatif kebijakan hukum syariah. Namun
terdapat ancaman (threats) seperti disharmoni regulasi antara fatwa dan peraturan
pemerintah, persaingan dari sistem keuangan etis global, serta risiko digitalisasi
yang dapat mengganggu prinsip hifz al-mal dan hifz al-nafs.

Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa integrasi IMS dalam
sistem evaluasi HES merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat
legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan hukum ekonomi syariah di Indonesia. IMS
tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran, tetapi juga sebagai paradigma
pembangunan hukum yang menekankan keadilan, transparansi, perlindungan hak
ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan sosial. Dengan mengoptimalkan kekuatan
yang ada, meminimalkan kelemahan, memanfaatkan peluang strategis, dan
mengantisipasi ancaman regulatif serta digital, HES dapat berkembang sebagai
sistem hukum yang lebih holistik, inklusif, dan berorientasi kemaslahatan sesuai
dengan tujuan maqashid syariah.
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